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RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak dalam proses
peradilan pidana dimaksudkan, agar terpenuhi hak-haknya sebagai anak yang
merupakan salah satu tujuan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Dalam
mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan
kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin
pelaksanaanya, yaitu adanya kerjasama dan tanggungjawab antara negara,
Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua serta adanya sarana dan prasarana
yang mendukung. Sifat yang khusus dari anak, terdapat pembedaan perlakuan
dalam hukum acara dan ancaman pidananya, agar tidak menimbulkan dampak
sosiologis dan psikologis anak demi perkembangan masa depannya karena lebih
mengutamakan pembinaan daripada pemidanaannya.

Pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan,
anak harus mendapatkan perlindungan, atas hak-haknya. Mendapatkan
pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dan berhak dirahasiakan.
Penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan dengan bukti permulaan yang
cukup. Masa penahanan lebih singkat dan penempatan penahanan juga harus
terpisah dari orang dewasa. Penangkapan dan penahanan tersebut hanya dilakukan
sesuai dengan hukum. Setiap pemeriksaan, anak berhak didampingi penasehat
hukum dan tidak terlepas dari peranan Pembimbing Kemasyarakatan serta berhak
membela diri di depan persidangan.

Aparat penegak hukum dalam menangani masalah anak, selain
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi atas
pelanggarannya juga harus mengerti dan memahami masalah anak baik dari segi
umur anak, hal-hal yang melatarbelakangi kepribadian anak maupun latar
belakang dilakukannya tindak pidana. Hal tersebut dicantumkan dalam laporan
penelitian kemasyarakatan yang wajib dipergunakan hakim sebagai bahan
pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Penjatuhan putusan pidana penjara
hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan tidak diperkenankan adanya
penjatuhan pidana mati atau pidana seumur hidup, dengan didasarkan pada
penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak ddn kesadaran
pentingnya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak.
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